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BAB V 

PEiNUTUP 

 

A. Keisimpulan 

 

Be irdasarkan data yang sudah dipaparkan pada BAB se ibeilumnya, 

manajemen rekrutmen di Badan Narkotika Nasional sudah sesuai dengan 

peraturan dan pedoman yang ada, baik dari UU ASN maupun Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yaitu sesuai dengan reformasi 

birokrasi yang netral gender dan menggunakan sistem merit dengan memegang 

prinsip meritokrasi yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi dan 

kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar 

dengan tidak membedakan latar belakang, suku, ras, warna kulit, agama, asal 

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Sistem 

merit dalam reformasi birokrasi menetapkan bahwa tidak ada pembedaan dalam 

rekrutmen pegawai berdasarkan latar belakang maupun jenis kelamin (formasi 

khusus perempuan bagi penerimaan Penyidik BNN). Namun bila ditinjau dari 

kebutuhan berdasarkan analisis gender, maka isu gender ketimpangan jumlah 

Penyidik BNN yang sampai saat ini belum ditindak lanjuti sehingga proses 

rekrutmen Penyidik BNN masih be ilum  memiliki peirspeiktif geinde ir, sementara 

focal point yang sudah ada beilum optimal dan hanya se ibatas formalitas untuk 

membuat penganggaran saja. Dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ke itimpangan jumlah peinyidik BNN antara peireimpuan dan laki-laki di BNN 

Pusat meinjadi salah satu isu ge indeir yang ada di BNN dan te ilah dilakukan 

Ge indeir Analysis Pathway (GAP) oleih De iputi Bidang Peimbeirantasan BNN 

pada tahun 2022 dan disampaikan me ilalui nota dinas ke ipada Biro 

Perencanaan Settama BNN, namun peirmasalahan isu geindeir ini tidak ada 

tindak lanjutnya baik dari se igi peilaksanaan program peingarusutamaan geindeir 
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(PUG) me ilalui penganggaran rekrutmen pe inyidik BNN khusus be irjeinis 

ke ilamin peireimpuan. 

2. Prose is rekrutmen di BNN beilum memiliki pe irspeiktif geindeir yang baik kareina 

dinilai kurang reisponsivei geindeir teirhadap isu geindeir yang ada, peingambil 

ke ibijakan belum meinganggap isu ge indeir adalah masalah prioritas. 

3. Permasalahan keitimpangan jumlah peinyidik BNN antara peireimpuan dan 

laki-laki beirdampak teirhadap peilaksanaan tugas penyelidikan dan 

penyidikan. 

4. Be ilum adanya Undang-undang dan landasan hukum yang meingatur secara 

jelas peineirapan peingarusutamaan geindeir (PUG) dalam proseis  rekrutmen 

pe igawai. Hal ini yang menjadi salah satu faktor terhambatnya pengambilan 

kebijakan untuk kesetaraan gender, khususnya di Badan Narkotika Nasional. 

5. Tindakan afirmatif diperlukan sebagai upaya perbaikan dalam rekrutmen 

pegawai demi tercapainya pengarusutamaan gender (PUG) yang mendukung 

kesetaraan gender dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Badan 

Narkotika Nasional. 

 

B. Saran 

 

1. Implementasi hasil Ge indeir Analisis Pathway (GAP) yang telah disusun dan 

mempertimbangkan dampaknya dalam pelaksanaan tugas Penyidik BNN 

dengan melakukan tindakan afirmatif berdasarkan proporsi kebutuhan 

pegawai ditinjau dari pelibatan perempuan dalam kasus kejahatan narkotika. 

Misalnya menentukan jumlah rekrutmen Penyidik BNN berjenis kelamin 

pe ireimpuan dan laki-laki di BNN Pusat sebagai upaya tindak lanjut terhadap 

isu gender yang ada. 

2. Optimalisasi focal point yang telah disusun melalui komitmen pimpinan 

sehingga upaya perbaikan dan strategi mempertahankan akan dapat dilakukan 

secara cepat dan terarah. 
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3. BNN pe irlu meimbuat peingawasan (monitoring dan e ivaluasi) teirhadap 

ke ibijakan peingarusutamaan geindeir (PUG) sampai pada leiveil instansi veirtikal 

di lingkungan BNN. 

4. Pembentukan satgas pe inguatan peingarusutamaan geindeir (PUG) di BNN 

pusat sampai pada level instansi vertikal, agar program responsif gender 

dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN) dapat terlaksana secara optimal. 
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